KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI JAWA TENGAH

A. PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Pada konteks pembangunan daerah di Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, mempunyai visi untuk Menuju
Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Kondisi masyarakat sejahtera ditunjukkan
dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup pangan, kesehatan,
pendidikan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, akses aman air minum,
rumah layak huni, dan sarpras publik. Berdikari dalam konteks pembangunan Jawa
Tengah difokuskan pada kedaulatan pangan dan energi, yang dilakukan
berdasarkan kekuatan yang ada melalui eksplorasi seluruh potensi yang dapat
digunakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mencapai daya saing

yang kompetitif.

Perwujudan visi tersebut didukung oleh Misi ke-6 yaitu “Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat”. Sebagai
perwujudannya telah disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pada pelaksanaannya diwadahi dalam Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan yang tertuang dalam Kegiatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal,

adalah sebagai berikut:

a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;



c). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

d). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 61).

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD, adalah sebagai berikut :
1. MAKSUD
Maksud dari Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD adalah:
e Meningkatkan kinerja bidang perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
serta bidang pertanahan;
e Melaksanakan monitoring kegiatan di bidang perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman serta Bidang Pertanahan

2. TUJUAN
Tujuan dari penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah termonitornya laporan capaian kinerja dan
realisasi kinerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Jawa Tengah.

RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD meliputi :

1. Sosialisasi Kegiatan Rumpun Pekerjaan Umum TA. 2018
Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Rumpun Pekerjaan Umum TA. 2018 meliputi 4
(empat) OPD vyaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas
Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman serta Dinas Perhubungan. Pelaksanaannya dibagi dalam
2 tahap yaitu kab/ kota wilayah barat dan kabupaten/ kota wilayah timur. Adapun
tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :
v" Menyampaikan dan mensinkronkan program/ kegiatan bidang infrastruktur

baik yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN ke

Pemerintah Kabupaten/ kota.



v" Menghindari duplikasi pekerjaan dan lokasi antara pekerjaan yang didanai oleh
APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten/ Kota.
2. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2019
Kegiatan ini meliputi perumumusan, penyusunan dan inputing program/ kegiatan
untuk Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen RENJA
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018. Selain itu juga
terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan Forum OPD dan MUSRENBANG hingga
menjadi Pergub RKPD Tahun 2018.
3. Penyusunan Dokumen LKj IP Tahun 2017, LPPD Tahun 2017 Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2018 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
v" Penyusunan Dokumen LKj IP Tahun 2017
Kegiatan ini meliputi penyusunan evaluasi kinerja terhadap program/ kegiatan
yang dilaksanakan oleh dinas selama TA. 2016.
v" Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2017
Kegiatan ini meliputi Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan
Urusan yang diampu oleh Dinas TA. 2016 sebagai bahan penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah.
v" Penyusunan PK Tahun 2018
Kegiatan ini meliputi penyusunan dan penetapan kinerja dinas yang dicapai
melalui pelaksanaan program/ kegiatan selama TA. 2018.
v" Penyusunan RKT Tahun 2019
Kegiatan ini meliputi penyusunan rencana kinerja tahunan dinas yang akan
dilaksanakan pada TA. 2019.
4. Penyusunan RKAP-DPPA TA 2018 dan RKA-DPA TA 2019
v" Penyusunan RKAP-DPPA TA 2018
Kegiatan ini meliputi penyusunan RKA Perubahan Anggaran Tahun 2018 hingga
menjadi DPA Perubahan melalui pembahasan dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD).
v" Penyusunan RKA-DPA TA 2019
Kegiatan ini meliputi penyusunan RKA Tahun 2019 yang berdasarkan Pergub
RKPD Tahun 2019 hingga menjadi DPA TA. 2019 melalui pembahasan dengan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
5. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Monev Kegiatan Tahun Berjalan
Kegiatan ini meliputi monitoring terhadap kegiatan-kegiatan di DISPERAKIM yang
dilaksanakan pada Tahun 2018. Selanjutnya hasil monitoring dijadikan dasar

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu juga hasil monev



sebagai bahan dalam penyusunan laporan kinerja dinas bulanan, triwulanan,
semesteran dan tahunan.

6. Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Dokumen
Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Kegiatan ini meliputi Proses penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) DISPERAKIM yang dilaksanakan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Setelah Dokumen SPIP maka dilanjutkan dengan
penyusunan Dokumen RTP.

7. Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Barang dan Jasa Dinas
Kegiatan ini meliputi pemantauan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa dari paket-paket pekerjaan yang akan dilelangkan oleh bidang-bidang baik
yang melalui POKJA ULP Provinsi Jawa Tengah maupun POKJA DISPERAKIM.

8. Sistem Software Display Information
Kegiatan ini meliputi pengadaan Sistem Informasi Ekseskutif (SIE) dan Sistem
Software Display Information yang akan mewadahi semua informasi terkait dengan
kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, serta diikuti alih pengoperasian.

D. SASARAN
Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD adalah ditujukan bagi bidang dilingkungan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah.



F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.
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G. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD diantaranya adalah sebagai berikut :

1).
2).
3).
a).
5).
6).
7).
8).
9).

1 (Satu) Dokumen Laporan Sosialisasi Rumpun PU TA 2018;

1 (Satu) Dokumun Renja OPD Tahun 2019;
1 (Satu) Dokumen LKj IP Tahun 2017;
1 (Satu) Dokumen LPPD Tahun 2017;

1 (Satu) Dokumen PK Tahun 2018;

1 (Satu) Dokumen RKT Tahun 2019;

1 (Satu) Dokumen SPIP Dan RTP;

2 (Dua) Dokumen RKAP-DPPA TA 2018 dan RKA-DPA TA 2019;

1 (Satu) Dokumen Laporan Monev dan Pengendalian Kegiatan Tahun Berjalan;

10). 1 (Satu) Dokumen Laporan Pemantauan Pelaksanaan Barang dan Jasa Dinas;

11). 1 (Satu) Sistem Software Display Information.




H. ANGGARAN
Sumber pendanaan adalah APBD murni pada Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan biaya Rp. 600.000.000- (Enam

Ratus Juta Rupiah), dengan Rincian RAB terlampir.

I. PENUTUP
KAK ini dibuat sebagai acuan/ pedoman melaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD di Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai

dengan perencanaan.

Semarang, Februari 2017
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. RUDY APRIYANTONO, M.Si
NIP. 19580422 197710 1 001




